
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KEPUTUSAN BERSAMA 

 

DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH DAERAH 

ISTIMEWA YOGYAKARTA, KEPALA BADAN PENGELOLA 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA 

YOGYAKARTA, KEPALA CABANG PT. JASA RAHARJA 

(Persero) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 
 

NOMOR: Kep/7/III/2019B/112/IV/2016 
 

NOMOR: 065/01916/KPPD065/03223/AP 
 

NOMOR: AS/17.1/03/2019P/6.1/SP/2016 
 

TENTANG 
 

STANDAR PELAYANAN 
 

KANTOR BERSAMA SAMSAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

 

Menimbang :a.  bahwa dalam  rangka  mewujudkan  penyelenggaraan 

 pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan 

 pemerintahan   yang   baik,   dan   guna   mewujudkan 

 kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait 

 dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap 

 penyelenggara   pelayanan   publik   wajib   menetapkan 

 Standar Pelayanan;   
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Keputusan 

Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Kepala Cabang PT Jasa Raharja 
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(Persero) Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan 

Standar Pelayanan Kantor Bersama Samsat Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

 
Mengingat :1. Undang-Undang   Nomor   3 Tahun 1950 tentang 

  Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

  Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana 

  telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

  Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 

  3  Jo.  Nomor  19  Tahun  1950  tentang  Pembentukan 

  Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik 

  Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran 

  Negara Republik Indonesia Nomor 827);   

 2.  Undang-undang Nomor  33  Tahun  1964  tentang  Dana 

  Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran 

  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1964  Nomor  137, 

  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

  2720);     

 3.  Undang-undang Nomor  34  Tahun  1964  tentang  Dana 

  Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik 

  Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

  Negara Republik Indonesia Nomor 2721);   

 4.  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- 

  ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

  Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);   

 5. Undang-undang   Nomor   8 Tahun 1999 tentang 

  Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 

  Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125); 

 6.  Undang-undang Nomor   28   Tahun   1999   tentang 

  Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

  Kolusi,  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara  tahun  1999 

  Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

 7.  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 

  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 

      2 



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
8. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

 
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 
 

10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

 
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

 
12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 

tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5339); 

 
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246; 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 

Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

1950 Nomor 58); 

 
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan; 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan 

Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 28); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu 

Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 29); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

 
22. Peraturan  Presiden  Nomor  76  Tahun  2013  tentang 
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Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 

 
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 6); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis 

dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku 

pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, 

Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5960); 

 
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 

tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana 

Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan 
 

Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, 

Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara; 

 
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 

tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 

 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

 
28. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan 

Bermotor; 

 
29. Instruksi Bersama MENHANKAM / Menteri Dalam Negeri 

dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 

29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang 

pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah 

Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan 

 

 

5 



Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ); 

 
30. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan 

Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur 

Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: 

SKEP/06/X/1999; Nomor: 973-1228/1999 dan Nomor: 

SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem 

Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam 

penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, 

Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor 

Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor 

dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan; 

 
31. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 5); 

 
32. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 7); 

 
33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 

11 Tahun 2008; 

 
34. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa  Yogyakarta 
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Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 

 

35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik; 

 
36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 

Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang Sah; 

 
37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar 

Pelayanan; 

 
38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor; 

 
39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor; 

 
40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 

2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor; 

 
41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 

2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

 
42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan 

Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015; 

 
43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan 

Dan Aset; 

 
44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
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Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset; 

 

45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor; 

 
46. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

09 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor; 

 
47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 

2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor; 

 
48. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, 

Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur 

Operasi PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, 

Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang 

Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta; 

 
49. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama 

Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala 

PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, Nomor 

B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor 

AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta; 

 
50. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 
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 973/10850/AP,  dan  Nomor  0214/OM  0004  tentang 

 Penerimaan  Setoran  Pajak  Kendaraan  Bermotor  di 

 Kantor Bank BPD DIY. 

 MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

KESATU :    Standar  Pelayanan  pada  Kantor  Bersama  Samsat  Daerah 

 Istimewa   Yogyakarta   sebagaimana   tercantum   dalam 

 Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari 

 Keputusan ini. 

KEDUA :    Standar  Pelayanan  pada  Kantor  Bersama  Samsat  Daerah 

 Istimewa Yogyakarta meliputi ruang lingkup pelayanan : 

 a. barang, dan 

 b. administratif 

KETIGA :    Standar  Pelayanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Diktum 

 KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana 

 dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh 

 pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat 

 dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

KEEMPAT :    Standar  Pelayanan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Diktum 

 KESATU  diterapkan  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  sejak 

 ditetapkan. 
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